
 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 
 

  

  

Tax avoidance merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi 

beban pajak terutang melalui pemanfaatan celah atau kelemahan dalam peraturan 

perpajakan yang masih berada dalam koridor hukum yang berlaku (Zainuddin et al., 

2022). Praktik ini tidak tergolong sebagai pelanggaran hukum karena dilakukan 

melalui perencanaan pajak yang cermat dan strategis, meskipun secara etis sering 

dipandang sebagai p untuk meminimalkan kontribusi pajak secara agresif. Dengan kata 

lain, perusahaan berupaya mengefisienkan beban pajaknya tanpa melanggar peraturan 

yang berlaku, sehingga tetap memperoleh manfaat ekonomi dari ketentuan perpajakan 

yang tersedia. 

Penelitian ini menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR) sebagai proksi 

untuk mengukur tingkat tax avoidance perusahaan. Pengukuran tersebut mengacu pada 

penelitian yang dilakukan oleh (Hendayana et al., 2024). Dyreng et al. (2008) 

menjelaskan bahwa 

mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai strategi 

perpajakan perusahaan.  

 Perhitungan CETR pada penelitian ini mengacu pada Hendayana et al. 2024): 

 



 

 
 

  

  

Komite audit merupakan komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada 

dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, 

manajemen risiko, serta kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku 

 Berdasarkan teori keagenan, komite audit berperan 

sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara 

pemegang saham dan manajemen melalui peningkatan kualitas pengawasan terhadap 

aktivitas perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. 

Keberadaan komite audit yang efektif diharapkan mampu membatasi tindakan 

oportunistik manajer dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan 

perpajakan sehingga dapat mengurangi kecenderungan perusahaan melakukan tax 

avoidance (Muslim et al., 2023). Dalam penelitian ini, komite audit diproksikan dengan 

jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan. Semakin besar jumlah anggota 

komite audit, semakin besar kapasitas pengawasan yang dimiliki perusahaan. 

Pengukuran komite audit dalam penelitian ini mengacu pada Muslim et al. 

(2023) dengan rumus sebagai berikut : 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

  

  

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  



 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  



 

 
 

 

 

  

  

  

  

 

 



 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


